
64 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

a. Buku  

Ali, Ahmad. (2002). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung. 

Ali, Zainudin. (2016) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.  

Amirudin, dkk. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Asshiddiqie, J. dkk. (2006). Teori Hans Kelsen. Jakarta: Sekertaris Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 

Muhaimin. (2020) Buku Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. 

Mataram: Mataram University Press.  

Harahap, M. Yahya. (2009). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan 

KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.  

Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua, Jakarta: 

Sinar Grafika. 

Kuffal. (2004). Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum. Malang: UMM 

Press.  

Lamintang, PAF. (2013). Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 

Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. 

Lawrence  M.  Friedman. (2011). Sistem  Hukum Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  

Legal  System  A  Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media. 

Marzuki, PM. (2008).  Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 

Muhammad, Rusli (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti.  



65 

 

 

 

 

Siahaan, M. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. 

Grasiondo. 

Sofyan, A. (2013). Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. 

Soekanto, S, (2008) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: 

Politeia.  

Sunggono, B. (2015) Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada.  

Taufik M. (2010). Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Cetakan 

kedua. Bandung: Ghalia Indonesia.  

b. Jurnal  

J. Riche, Criminal Law Enforcement against Illegal Nickel Ore Mining (A 

Case at Resort Police of Kolaka Utara), Al-’Adl, vol. 14, no. 2, p. 214, 

2021, doi: 10.31332/aladl.v14i2.2488. 

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas 

Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme 

Hukum. Crepido, 1(1), 13-22.  

Motulo, PH. (2020). Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana. Lex 

Administratum, Vol. VIII, No.4. Edisi Okt-Des. 

Nusi, HS. (2016). Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam 

Pemeriksaan Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. V/No. 4/ Apr-



66 

 

 

 

 

Jun/2016. 

Roosa, J., & Ratih, A. (2008). Sejarah lisan di Indonesia dan Kajian 

Subjektivitas. In Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia. 

Simatupang, Bobby Daniel. (2021). Proses Sah Dan Tidaknya Penahanan 

Menurut Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi 

Field Riset Perputakaan). Jurnal Lex Justitia 2, no. 2 (2021): 93–111. 

Sirjon, L. (2023). Legal Ambiguity and Its Impact on Community 

Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal 

Perspective. Rechtsidee, 12(1), 10-21070.  

Situmorang, B. (2011). Implementasi Teori Subjektivisme dalam Bidang 

Pendidikan. Jurnal Generasi Kampus, 4(1), 174-178. 

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. (2017). Efektivitas Hukum dalam 

Masyarakat. Jurnal hukum dan Pembangunan, Vol. 

17/No.1/April/2017.  

c. Undang-undang  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kejaksaan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 



67 

 

 

 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)  

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258 )  

Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kejaksaan Lampiran III 

JAMPIDUM . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bcde7c440e30e228370889b26a8211f3cd425563e6ac26c80f94c4ba4d7f87e9.pdf

